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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di 
atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai herikut: 
a. 	 Agama Islam melarang perkawinan heda agama kecuali antara pna 
muslim dengan wanita ahli kitab. Keabsahan perkawinan beda agama 
menurut agama Islam tidak tergantung pada tempat dimana perkawinan itu 
dilangsungkan, melainkan harns sesuai menurut syarat dan rukun nikab. 
Jadi, meskipun suatu perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri 
akan tetapi jika berlangsung selain antara pria muslim dengan wan ita ahli 
kitab, maka perkawinan tersebut tidak sah. Menurut UU No. 111974, 
perkawinan antara dua orang WNI yang herlangsung di luar negeri juga 
tidak sab karena undang-undang yang herasaskan agama ini memang tidak 
menghendaki terjadinya perkawinan beda agama sehingga tidak sah pula 
menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang menggunakan 
UU No. 111974 selaku hukum perkawinan nasional sebagai syarat sahnya 
perkawinan yang harns dipenuhi oleh sepasang WNI yang melangsungkan 
perkawinan di luar negeri. 
b. 	 Pelaksanaan UU No. 111974 yang pemhentukannya dipengaruhi oleh nilai­
nilai agama dalam menyikapi fenomena perkawinan beda agama di 
masyarakat temyata tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya Pasal­
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pasal dalam UU No. 111974 yang tidak menghendaki terjadinya 
perkawinan beda agama temyata dapat disimpangi dengan pasaJ yang lain 
dalam undang-undang itu sendiri maupun melalui tindakan pemerintah 
atau pejabat yang berkompeten di bidang perkawinan. Artinya, hal-hal 
tersebut memperlemah eksistensi UU No. 111974 itu sendiri. Akibat 
selanjutnya adalah berkurangnya kewibawaan hukum (khususnya UU No. 
111974) maupun agama. 
2. Saran 
Selanjutnya dari penulisan tersebut terdapat beberapa saran sebagai 
berikut: 
a. 	 Bagi pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan, 
hendaknya terlebih dahulu berpikir secara matang mengenai resiko dan 
akibat hukurnnya. Selain itu, cal on suami-istri beda agama hendaknya 
memahami dan mematuhi ajaran agamanya masing-masing. Sehingga 
mereka tidak perlu menggebu-gebu dan bersusah payah untuk mencari 
jalan keluamya, karena perkawinan beda agama dilarang oleh agama 
maupun undang-undang no. 111974 tentang Perkawinan. 
b. 	Dalam mengahadapi kasus perkawinan beda agama, sebaiknya tidak 
mereka-reka hukurnnya. misalnya yang semestinya menurut ketentuan 
Undang-undang Perkawinan yang berlaku tidak diperbolehkan, 
diputarbalikkan sedemikian rupa sehingga menjadi sah hukumnya. Oleh 
karena itu, para pejabat yang berkompeten di bidang perkawinan 
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hendaknya mengambil tindakan yang tidak melenceng dari ketentuan 
Undang~undang Perkawinan dan tidak mengeluarkan statement yang justru 
mengurangi kewibawaan hukum (khususnya UU No. 111974 tentang 
Perkawinan) maupun agama. 
c. 	 Mengingat bahwa hukum sebagai alat pengendali sosial harus dapat 
menciptakan kepastian hukum agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, 
maka pihak pemerintah hendaknya menciptakan suatu peraturan 
perundang-undangan yang secara tegas memberikan kejelasan mengenai 
perkawinan beda agama atau merevisi Undang-undang Perkawinan No. 
111974 agar tidak lagi bersifat ambivalen dan mudah untuk disimpangi. 
Sehingga diperoleh kepastian hukum berkenaan dengan problematika 
perkawinan beda agama di kalangan WNl 
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